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  BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Tinjauan Umum  Good Corporate Governance

2.1.1  Pengertian Good corporate Governance

Esensi Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal saat ini masih terdapat beberapa prinsip yang belum diterapkan, antara lain misalnya belum adanya ketentuan yang mengatur perbedaan pendapat komisaris atau direksi dengan keputusan rapat yang harus disampaikan secara tertulis dalam risalah rapat, memperjelas pengertian transaksi hubungan istimewa, hak stakeholder untuk mengakses informasi perusahaan, pengungkapan yang memadai bagi pemegang saham dan publik, transparansi dan keandalan laporan keuangan, serta pembentukan komite nominasi dan komite remunerisasi.


Komite Cadbury (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, (2006:24) mendefinisikan Corporate Governance sebagai :

“Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development  (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai :

“Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga menyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.”


Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Corporate Governance seperti yang dikutip Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, (2006: 25) adalah :

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.”

Menurut Achmad Syakhroza (2002) mendefinisikan Corporate Governance secara lebih gamblang, mudah dan jelas dimana ia mengatakan bahwa: 

“Corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF - dalam rangka mencapai tujuan organisasi.”



Sedangkan menurut Salowe (2002) dalam Soegiharto (2005: 39) menyatakan bahwa :

“Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan akuntabilitas, dengan tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan.”

Selain definisi-definisi di atas, Stijn Claessens dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:26) menyatakan bahwa :

“Pengertian tentang Corporate Governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan stakeholders. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.”                                               

Sedangkan menurut Hessel Nogi S.Tangkilisan (2003:11) pengertian Good Corporate Governance adalah sebagai berikut :

“Good Corporate Governance adalah  sistem dan struktur untuk mengelola 
dengan tujuan meningkatkan nilai  pemegang saham (stakeholder value) 
serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, 
konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.”  

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. maka Good Corporate Governance  adalah system yang baik bagi  perusahaan, stakeholder, pemerintah  maupun masyarakat luas  karena akan menimbulkan manfaat positif bagi semua  pihak.     

Maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut. 

2.1.2  Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia


Perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan perusahaan Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun  kontrol tetap dipegang oleh keluarga masih begitu signifikan.

Secara umum karakteristik perusahaan publik di Indonesia menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:60) dapat dilihat dari tiga aspek yaitu : 

“1. 
Ketaatan 

Ketaatan sebagian besar perusahaan publik di Indonesia hanya didasarkan pada ketakutan sanksi yang dapat diberikan oleh pihak otoritas dan bukan didasarkan komitmen perusahaan untuk melakukannya sebagai bagian dari budaya perusahaan. Ketaatan terhadap peraturan saja tidak cukup untuk membuat perusahaan publik menjadi Good Corporate Governance, karena ada sebagian besar pedoman Good Corporate Governance yang belum teradopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dibutuhkan kemauan dan komitmen kuat dari perusahaan publik untuk menerapkan budaya tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pedoman Good Corporate Governance yang ada dalam perusahaannya.

      2.   Lemahnya Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas

Adanya konsentrasi kepemilikan pada sekelompok keluarga/grup bisnis menyebabkan kekuatan pengendalian yang besar pada majority shareholder ini yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan perlakuan antar pemegang saham. Pemegang saham yang umumnya dirugikan dengan kondisi seperti ini  adalah pemegang saham minoritas. Lemahnya posisi pemegang saham minoritas ini terkait erat dengan fenomena sentralisasi kepemilikan diatas.

3. Rendahnya Peranan dari Stakeholders.

Gambaran perusahaan-perusahaan publik di Indonesia hanya menempatkan keuntungan sebgai tujuan perusahaan ( Single Bottom Line). Keberadaan stakeholder tidak pernah diperhitungakan oleh perusahaan, kalaupun diperhitungkan pun peranannya hanya sedikit. Sebenarnya keberadaaan stakeholder ini dapat menjadi alat untuk self control yang efektif. Kritik dan saran dari stakeholder misalnya merupakan sarana yang baik untuk mengevaluasi kelemahan system dan struktur perusahaan. Penempatan stakeholder pada posisi yang penting untuk mengawasi kinerja perusahaan, tentunya diisi oleh tenaga profesional, dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan.” 


2.1.3 Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Menurut pasal 4 SK Menteri BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 agustus 2002 penerapan Good Corporate Governance pada BUMN mempunyai tujuan sebagai berikut :


“a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, Akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

b.
Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

c.  Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab social BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.

d.
Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

e.
Meningkatkan iklim investasi nasional.

f.
Mensukseskan program privatisasi.”

Sedangkan tujuan  penerapan Good Corporate Governance menurut  Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:26) menyatakan bahwa :

“Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.”

Menurut I Nyoman Tjager (2004:574) secara umum penerapan prinsip Good Corporate Governance  memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :


“1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.


2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

4. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

 
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.”

Ada 5 macam  tujuan  utama prinsip Good Corporate Governance menurut Leonardus Dion Ersuli Barus (2008) yaitu :

“ 1.
Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

2.  
Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham.

3.  Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengururs dan manajemen perusahaan.

5. Meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dengan manajemen senior perusahaan.”

Sedangkan menurut C. Siswanto dan E. John Aldridge (2005: 5) tujuan dari Good Corporate Governance  sebagai berikut:

“ 1.
Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of directors dan manajemen perusahaan.

5. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dan manajemen senior perusahaan.”

Secara umum tujuan penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan dan sistem yang ditempuh perusahaan serta melindungi hak-hak para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang agar memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat baik secara rasional maupun internasional.

2.1.4 Perkembangan Good Corporate Governance

Isu Corporate Governance itu sendiri muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932. Namun istilah Corporate Governance itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I.Tricker berjudul “Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors”. Di dalam bukunya, Tricker memandang Corporate Governance memiliki empat kegiatan utama sebagai berikut:

“1. Direction, formulating the strategic direction from the future of the enterprise in the long term.

2.  Executive action, involvement in crucial executive decisions.

3. Supervision, monitoring and oversight of management performance,and

4. Accountability, recognizing responsibilities to those making legitimate demand for accountability.”

Menurut Jill dan Aris Solmon (2004:52) tentang perkembangan Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: 

“Isu Corporate Governance itu sendiri muncul sejak dipraktekan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.”

Dalam konsep Corporate Governance terdapat dua teori utama yang terkait yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham.
 Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model.
 Bertentangan dengan stewardship theory, agency theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai Corporate Governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai agency costs, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcement. Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk ‘bonding expenditures’ yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan Corporate Governance dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury Committee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun Corporate Governance Code yang menjadi acuan utama dibanyak negara.

Konsep Corporate Governance komprehensif mulai berkembang sejak kejadian “ The Newyork Stock Exchange Crash” pada 19 Oktober 1987, dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat dalam bursa efek Newyork mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Rekayasa keuangan dilakukan bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan dan menampilkan kinerja manajemen dan laporan keuangan namun telah diubah sedemikian rupa supaya terlihat baik kesehatan keuangan perusahaannya.  Kemudian terbitnya Cadbury on Corporate Governance pada tahun 1992 semakin banyak institusi yang melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknik praktik Good Corporate Governance di Indonesia yaitu Forum for Corporate Governance in Indonesia atau biasa disebut FCGI.

2.1.5   Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance mempunyai beberapa manfaat-manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Iman S. Tunggal (2002:9) berpendapat bahwa Good Corporate Governance  akan memberikan manfaat :

 “ 1.
  Perbaikan dalam komunikasi.

2. Minimalisasi potensi benturan.

3. Fokus pada strategi-strategi utama.

4. Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi perusahaan.

5. Kesinambungan manfaat (substainhility of benefits).

6. Promosi citra korporat.

7. Peningkatan kepuasan pelanggan.

8. Pendekatan kepercayaan investor.”

Sedangkan Menurut Forum in Corporate Goverment Of Indonesia dalam www.fcgi.co.id, beberapa manfaat Good Corporate Governance  adalah sebagai berikut :

“1.
Lebih mudah memperoleh modal.

2.
Mempengaruhi harga saham.

3.
Memperbaiki kinerja ekonomi.

4.
Mempengaruhi harga saham.

5.
Memperbaiki kinerja ekonomi.”


Menurut David Melvill (2008) ada beberapa keuntungan dari penerapan Good Corporate Governance antara lain : mengurangi risiko, membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan didalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan dalam upaya go public, meningkatkan kepercayaan para pemegan saham dan akuntabilitas sosial.


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa manfaat Good Corporate Governance adalah entitas bisnis akan menjadi lebih efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, dapat mengukur target kinerja perusahaan, meningkatkan produktifitas, mengurangi management risk, meningkatkan harga saham, mengurangi cost of capital, serta meningkatkan citra korporat.

2.1.6
Langkah-langkah Penerapan Good Corporate Governance


Dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan Good Corporate Governance dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan Good Corporate Governance  menggunakan pentahapan berikut  (Chinn, 2000; Shaw,2003).

“1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

1) Awareness building, 

2) Good Corporate Governance assessment, 

3) Good Corporate Governance manual building. 

Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting Good Corporate Governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Good Corporate Governance Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan Good Corporate Governance saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan Good Corporate Governance dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan Good Corporate Governance secara efektif. 

Dengan kata lain, Good Corporate Governance assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya Good Corporate Governance manual building, adalah langkah berikut setelah Good Corporate Governance assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi Good Corporate Governance dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

• Kebijakan Good Corporate Governance  perusahaan.

• Pedoman Good Corporate Governance bagi organ-organ 

 
 perusahaan.

• Pedoman perilaku.

• Audit commitee charter.

• Kebijakan disclosure dan transparansi.

• Kebijakan dan kerangka manajemen resiko.

• Roadmap implementasi.

2. Tahap Implementasi


Setelah perusahaan memiliki Good Corporate Governance manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni :

1. Sosialisasi, Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai Good Corporate Governance champion di perusahaan.

2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman Good Corporate Governance yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. 

3. Internalisasi, yaitu  tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan Good Corporate Governance di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.”

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit                                                                                                                                                                                                                                                                                implementasi dan scoring atas praktik Good Corporate Governance yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. 

Menurut IICG (The Institute Indonesian for Corporate Governance) mengemukakan langkah-langkah dalam menerapkan Good Corporate Governance seperti yang dikutip oleh Emmi Amaliah (2006:49) adalah sebagai berikut :

“1. Mengkomunikasikan Gagasan


Diperlukan suatu komitmen yang kuat untuk menerapkan konsep corporate governance dalam perusahaan oleh karena itu dukungan penuh dari para eksekutif puncak, dewan komisaris dan pemegang saham perusahaan mutlak sangat diperlukan.

2.Menggali Konsep dan Wawasan


Perusahaan perlu menunjuk eksekutif dan komisaris untuk menyegerakan kembali wawasan mereka tentang praktek-praktek pengelolaan yang sehat.

3.Melakukan Penilaian terhadap Sistem


Dewan komisaris dan manajemen perlu melakukan assessment unjtuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Corporate Governance telah diterapkan dalam perusahaan.

4.Melakukan Analisis dan Kajian


Dewan komisaris drekomendasikan untuk membentuk suatu gugus tugas (task force) yang berfungsi melakukan analisis, kajian dan pendalaman mengenai kriteria-kriteria Good Corporate Governance dalam perusahaan.

5.Mengimplementasikan Konsep


Titik yang paling kritis dalam proses menuju Corporate Governance yang sehat adalah dimulainya penerapan system yang baru untuk menggantikan system yang lama. Terlebih lagi jika pembenahan yang dilakukan menyangkut hal-hal yang sifatnya fundamenetal dan bersilangan dengan kepentingan suatu pihak. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek dalam pemisahan termasuk budaya organisasi. Hal ini perlu ditegaskan untuk mencegah adanya konflik yang bias membahayakan kelangsungan perusahaan.


   6.Melakukan Evaluasi


Setelah proses implementasi dilaksanakan dewan komisaris, para pemegang saham, tetap harus melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketetentuan yang disepakati. Selain itu, system yang telah ada mungkin perlu dimutakhirkan sewaktu-waktu untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.”

2.1.7
Pihak- Pihak Yang Berperan Dalam Good Corporate Governance


Dalam suatu Good Corporate Governance terdapat pihak-pihak yang berperan didalamnya. Menurut Iman Sjahputra dan Anun Widjaja (2002:36) pihak yang berkepentingan dalam Good Corporate Governance yaitu :

“ 1.Pemegang Saham.


2.Komisaris dan Direksi.

3.Komite Audit.

4.Sekretaris Perusahaan.

5.Manajer dan Pekerja.

6.Auditor Internal.

7.Auditor Eksternal.

8.Stakeholder lainnya (Pemerintah dan Kreditor).”

2.1.8    Pengertian Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah suatu penerapan prinsip-prinsip sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance memiliki lima prinsip yaitu: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability) pertanggungjawaban (reponsibility), kemandirian (Independency), kewajaran (fairness). 

Menurut Mas Achmad Daniri (2006:9) bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah sebagai berikut :

 “1. Transparency (Transparansi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. 

Sistem ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan system akuntansi (accounting system) yang berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan Information Technoloogi (IT) dan Management Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi; mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka

2.Accountability (Akuntabilitas)


Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah satu implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. 


Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip accountability antara lain:

a. Praktek Audit Internal yang Efektif, serta

b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan) Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran).

3. Responsibilities (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan / keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4.Independency ( Independensi ) 

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (I Nyoman Tjager et.al, 2003). Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Fairness (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan. 

Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian.”

Sedangkan menurut OECD yang dikutip oleh Siswanto dan E. john Aldridge (2005:9) bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah sebagai berikut :

“1.Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan Good Corporate Governance  efektif.

2.Hak pemegang saham dan fungsi pihak kepemilikan perusahaan.

3.Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham.

4.Peranan the stakeholders dalam Corporate Governance.

5.Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.

6.Tanggung jawab dewan pengurus.”
2.1.9   Penerapan prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dan para pelaku usaha juga pasar modal dalam membangun framework bagi penerapan Corporate Governance dalam mengolaborasi best practices bagi peningkatan nilai (valuation) perusahaan.


  Selain  itu,  penerapan prinsip  Good Corporate Governance  juga dirancang oleh ASX Corporate Governance yang menciptakan 10 Prinsip  Good Corporate Governance yang mereka sebut the principles of prinsip Good Corporate Governance and practice recommendation yang dikutip oleh Siswanto Sutejo dan E. John Aldridge (2005:14) adalah sebagai berikut :

“1.Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan board of directors.

2.Menyusun struktur organisasi the board of directors yang dapat menjamin efektivitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

3.Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.Menjaga integritas laporan keuangan.

5.Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang.

6.Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham.

7.Mendasari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara professional.

8.Mendorong peningkatan kinerja board of directors dan manajemen perusahaan.

9.Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

 10.Memahami hak dan kepentingan the stakeholder yang sah.”
Adapun penerapan  prinsip dasar Corporate Governance yang dikeluarkan OECD pada tahun 2004 mencakup sebagai berikut :

   “1.Memastikan kerangka pengembangan Corporate Governance yang efektif.


2.Hak pemegang saham dan fungsi utama kepemilikan saham.


3.Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham.


4.Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance.


5.Keterbukaan dan Transparasi.


6.Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi).” 

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengkajian baik kandungan teoritis maupun prakteknya khususnya di Pasar Modal.
2.1.10  Pemenuhan Kepentingan Para Pemegang Saham melalui Penerapan   Prinsip Good Corporate Governance

Dalam bahasan diatas sebelumnya telah dibahas prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya mengenai korelasi antara kepentingan stakeholder perusahaan terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kemudian mekanisme yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip tersebut dalam memenuhi kepentingan para stakeholder perusahaan.

Sebagaimana telah diuraikan, stakeholder perusahaan adalah setiap pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap aktifitas perusahaan. Jadi, stakeholder merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja suatu perusahaan. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:67) secara teoritis, stakeholder dapat dibagi 2, yaitu :

    “1.Primary stakeholder, yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, supplier, rekanan bisbis, dan masyarakat

      2.Secondary stakeholder, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok social kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.”

Dalam hal ini, pembahasan akan difokuskan pada kepemilikan para primary stakeholder sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan terdekat dengan keberadaan suatu perusahaan. OECD sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi pionir dalam pengembangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, memasukan kepentingan para pemegang saham sebagai kepentingan para pemegang sebagai kepentingan utama bagi pengembangan suatu perusahaan. Hal ini cukup logis, mengingat perusahaan pada dasarnya timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pemegang saham. Hanya saja, karena bentuk perusahaan berupa badan hukum, maka terjadilah pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas perusahaan. Berdasarkan pemisahan tersebut menurut John D Sullivan (2002:79) menyatakan bahwa :

“Kepentingan pemegang saham harus lebih diutamakan, karena pemegang saham hanya dapat mengawasi jalannya usaha, yang biasanya diwakili oleh dewan komisaris”.

Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik. Perlindungan dan persamaan ini terutama diperlukan oleh pemegang saham minoritas, mengingat kenyataan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah, dan oleh karenanya perlu dilindungi.

Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip pertama dari Good Corporate Governance, sebagaimana dinyatakan oleh OECD, yaitu prinsip fairness yang meyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama kepada para pemegang saham, sehingga kerugian kerugian akibat perlakuan diskriminasi dapat dicegah. Implementasi dari prinsip tersebut bagi kepentingan para pemegang saham menurut Hindarmojo Hinuri (2002 :4) dapat diwujudkan dengan memberikan hak-hak sebagai berikut :

“1.Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS berdasarkan ketentuan satu saham member hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara atau one man one vote.

2.Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepatwaktu dan teratur, dan hak ini harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa ada pembedaaan atas klasifikasi saham yang dimiliki olehnya.

3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang diperuntukan bagi pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.”


Jadi, setiap pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara berdasarkan asas bahwa pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan setara terhadap perseroan. Komite Nasional kebijakan Corporate Governance. 

Kepetingan berikutnya dari pemegang saham menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:74) adalah :

“Kepentingan untuk mendapatkan keterbukaan informasi material suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan 2 permasalahan, yaitu :

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebgai calon investor untuk menanamkan modalnya.

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi perusahaan.”

Untuk memenuhi kepentingan tersebut menurut Bismar Nasution (2003:6) adalah sebagai berikut :

“Prinsip kedua dari Good Corporate Governance yang dapat di implementasikan, yaitu prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip tertua dibidang hukum perusahaan. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagi kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesalkan, system akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan.”

Kepentingan akan keterbukaan ini juga erat kaitannya dengan pencegahan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi-informasi penting dan rahasia dari suatu perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perusahaan.

Efetikvitas dari implementasi prinsip akuntansi harus pula didukung oleh keaktifan dari pemegang saham dalam menjalankan haknya dan mempelajari informasi material yang diberikan, selain itu perusahaan harus memberikan informasi material yang penting sebagai sarana bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Untuk memecahkan masalah tersebut menurut Sofyan A. Djalil seperti yang dikutip oleh Indra Surya  dan Ivan Yustiavandana (2006:77) adalah sebagai berikut : 

“Maka prinsip ketiga dari Good Corporate Governance,  yaitu prinsip akuntabilitas di dasarkan pada system internal checks and balances yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenagan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit.”


Prinsip akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi karena dengan prinsip akuntabilitas segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu perusahaan. 

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:81) kepentingan yang perlu di wujudkan bagi para pemegang saham adalah  :

“Terciptanya nama baik (reputasi) dari perusahaan tempat mereka menanamkan modal. Suatu perusahaan mungkin telah memiliki kinerja yang efektif dan efisien dalam menghasilkan produk barang dan jasa, tetapi itu semua tidak akan lengkap tanpa adanya nama baik perusahaan yang akan sangat membantu dalam pemasaran produk-produk perusahaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu asset yang paling berharga.Untuk dapat memperoleh dan mempertahankan nama baik perusahaan, prinsip keempat dari Good Corporate Governance dapat diimplementasikan,  yaitu: Prinsip responsibilitas yang merupakan perwujudan dari tanggungjawab suatu perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan yang berlaku di Negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen. Termasuk peraruran di bidang lingkungan hidup, persaingan usahan, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ditiap-tiap Negara. Dengan adanya nama baik perusahaan, pemegang saham yang sudah ada dapat memperoleh kepastian yang lebih besar mengenai prospek suatu perusahaan. Calon investor memiliki alasan yang cukup kuat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki nama baik di mata pemerintah dan masyarakat luas.”

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa prinsip Good Corporate Governance memiliki korelasi yang kuat dengan kepentingan para pemegang saham, bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah penopang utama pemenuhan beragam kepentingan para pemegang saham suatu perusahaan. Tentunya, semuanya itu harus didukung dengan pemahaman yang menyeluruh dari para pemegang saham terhadap hak-hak yang dimiliki. Maka pemegang saham dapat menentukan bagaimana langkah
yang harus diambil untuk memperoleh hak-haknya dan pemenuhan kepentingannya.   

2.3  Laporan Keuangan

2.3.1
Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (past performance) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia  (2002:2) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Kemudian Definisi lain mengenai laporan keuangan dalam www. zahiraccounting.com yaitu :

“Penyajian informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan sebagai dasar utama dalam pengambilan suatu keputusan bisnis. Dasar pembuatan laporan keuangan adalah jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya yang telah diposting ke buku besar.”

Menurut Fred Weston dan Thomas E.Copeland (2001:5) yang dialih bahasakan oleh Ajaka dan Kibrandoko mengungkapkan aktivitas-aktivitas akuntansi keuangan suatu perusahaan selama 1 tahun terdiri dari 3 laporan keuangan dasar yaitu:

“1. Neraca awal tahun memberikan gambaran tentang perusahaan pada permulaan tahun pajaknya ditambah neraca akhir tahun yang memberikan gambaran tentang harta dan hutang akhir.

2.
Perhitungan laba rugi menunjukan arus pendapatan dan beban atau biaya selama interval antara neraca awal akhir periode.

3.
laporan arus kas merinci, sumber-sumber perubahan kas dan ekuivalen kas selama interval waktu yang sama dengan perhitungan laba-rugi.”

Adapun laporan keuangan menurut Erich A. Helfert dalam www.bapepam.go.id adalah: 

“Seperangkat laporan yang biasanya terdiri dari neraca untuk periode tertentu, laporan operasi untuk periode tertentu, dan laporan arus dana untuk periode yang sama, ditambah dengan laporan khusus yang menjelaskan perubahan ekuitas kepemilikan pada neraca.”

Menurut Myer (2001:5) yang dikutip oleh S. Munawir bahwa pengertian Laporan Keuangan  adalah : 

“ Dua daftar yang disusun oleh akuntansi pada akhir periode untuk suatu perusahaan kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba/rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan untuk menambah daftar ke 3 yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan ( laba ditahan).” 

 Menurut Zaki Baridwan (1999:17) tentang pengertian Laporan Keuangan itu sendiri adalah :

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan Keuangan laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Definisi laporan keuangan menurut peraturan  Bapepam  Nomor : VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan (www.bapepam.go.id) terdiri dari : 

“ Neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu; Laporan Rugi Laba yang merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya; Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan; Laporan Arus Kas yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dengan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; Catatan Atas Laporan Keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.”

2.3.2  Pemakai Laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Menurut IAI (1999)  Beberapa kebutuhan ini meliputi sebagai berikut  :

“1. Investor. 

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi  tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

2. Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman. 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan. 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah. 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.”

Menurut pernyataan SAK 1999, paragraph 9 yang disusun oleh IAI tentang pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Pemakai laporan Keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial. Karyawan, pemberi pinjaman, pemerintah dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintahan serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda” 

2.3.3
Tujuan Laporan Keuangan


Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 :4) mengenai tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi”.

Sementara itu tujuan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam surat edaran  ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002 Tanggal : 27 Desember 2002, dalam www.bapepam.go.id adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry I. Weygandt dan Terry D. Worfield (2002:6) mengemukakan tujuan laporan keuangan yaitu laporan keuangan harus memberikan informasi sebagai berikut :

“1. Informasi yang berguna bagi keputusan investasi, kredit dan keputusan serupa secara nasional.

  2. Informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan.

  3.
Informasi mengenai sumberdaya perusahaan, klaim terhadap sumberdaya tersebut dan perubahan didalamnya.”

Begitu pula menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2003:3) bahwa tujuan laporan keuangan yaitu :

”1. Tujuan Umum

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang akan datang (potensial).

2. Tujuan Spesifik

a. Memberikan informasi sumber daya ekonomi, kewajiban dan modal saham.

b. Memberikan informasi pendapat yang komprehensif.

c. Memberikan informasi aliran kas.”

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002 : 120-128) bahwa tujuan laporan keuangan yang dirumuskan APB statement No.4 sebagai berikut :

“1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.

2. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut :

a. Membeberkan informasi yang terpercaya tentang sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud :

· Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.

· Untuk menunjukan posisi keuangan dan investasinya.

· Untuk menilai kemampuan menyelesaikan utang-utangnya.

· Menunjukan kemampuannya menyelesaikan utang-utangnya.

b.
Memberikan informasi terpercaya tentang sumber-sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencapai laba dengan maksud :

· Memberikan tentang dividen yang diharapkan pemegang saham.

· Menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada investor, supplier, pegawai, pajak,mengunpulkan data untuk perluasan.

· Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dala pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.

· Menunjukan tingkat kemampuan perusahan mendapatkan laba dalam jangka panjang.


c. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.


d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.


e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan.

3. 
Tujuan Kualitatif 



Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan oleh APB statement No.4 adalah sebagai berikut :

·  Relevan 

· Understandability

· Neutrability

· Timelines

· Comparability

· Completeness . “

2.3.4
Karakterisitik Kualitatif Laporan Keuangan

Objektivitas laporan keuangan berfokus pada pemberian informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif memberikan satu dasar pemilihan antara berbagai alternatif pelaporan dan akuntansi, seperti alternatif metode penyusutan, alternatif metode penilaian harta, dan alternatif metode penjelasan. Karakteristik kualitatif juga membantu menjawab pertanyaan tentang karakteristik informasi akuntansi apa yang membuat informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2 karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai   berikut :

“1. Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada tiga karakteristik utama yaitu:

a. Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan;

b. Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan;

c. Umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasikan ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.

2. Reliable, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. Reliable mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu:

a. Dapat diperiksa (veriviability), yaitu konsensus dalam pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen;

b. Kejujuran penyajian (representation faithfulness), yaitu adanya kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya;

c.
Netralitas (neutrality), informasi akuntansi yang netral diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para pemakai khusus informasi.

3.
Daya Banding (comparability), informasi akuntansi yang dapat dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya, dan tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya.

4.
Konsistensi (consistency), yaitu keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode.”

2.4   Pengungkapan Laporan Keuangan

2.4.1
  Pengertian Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat.
 Menurut Eldon S. Hendriksen yang dialih bahasakan oleh Nugroho W (1991:203) bahwa pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk operasi optimal pasar modal yang efisien.” 

Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. 
Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami dan tidak menjadikan salah intepretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) artinya informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya. 

Pengungkapan laporan tahunan masing-masing berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan juga berbeda. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan disclosure dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Salah satu cara untuk mengukur kualitas pengungkapan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah berdasarkan daftar item pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan. Pengukuran kualitas pengungkapan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memberi bobot kepada setiap item dan tanpa memberi bobot pada item pengungkapan tersebut.
 Pengukuran kualitas pengungkapan tanpa pembobotan telah dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya Subiyantoro (1997), dan Suripto (1998). Pengukuran kualitas pengungkapan yang dilakukan dengan pemberian bobot pada setiap item akan didasarkan pada hasil wawancara atau kuesioner yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan laporan tahunan. Cara pengukuran kualitas pengungkapan dengan pembobotan tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya, Botosan (1997), dan Shanghvi dan Desai (1971) dalam Gunawan dan Susanto (2004).
Beberapa penelitian mengenai pengungkapan menggunakan indeks pengungkapan (disclosure index) sebagai indikator empiris tingkat pengungkapan. Indeks pengungkapan merupakan rasio antara jumlah elemen informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang diharapkan. 
Suatu studi empiris membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan sebenarnya enggan untuk memperluas pengungkapan laporan keuangan tanpa tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Akan tetapi, pengungkapan merupakan hal yang vital bagi pengambilan keputusan optimal para investor dan untuk pasar modal yang stabil. Pengungkapan informasi yang relevan cenderung untuk mencegah kejutan yang mungkin dapat mengubah secara total masa depan perusahaan. Hal itu juga cenderung memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada para investor terhadap informasi keuangan yang disediakan bagi mereka (Hendriksen, 1997). 

2.4.2
Jenis Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan

Menurut Eldon S.Hendriksen (2000:419) mengidentifikasi tiga konsep pengungkapan yaitu :

“1. Memadai (adequate disclosure), 

2.Wajar atau etis (fair or ethical disclosure), dan 

3.Penuh (full disclosure). “

Konsep ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Konsep memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. konsep wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Konsep penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan. 

Menurut Suwardjono (2005) pengungkapan  dibedakan menjadi dua, yaitu:

“  1. Pengungkapan wajib  

 2. Pengungkapan sukarela. 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.“

Menurut Dessy Amalia (2005) jenis Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

“Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.”
2.4.3
Tujuan Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui (2000:219) bahwa tujuan dari pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“ 1.Untuk menjelaskan item-item yang diakui  dan menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item  tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.

 2.Untuk menjelaskan item-item  yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat. 

 3.Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditur dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.

 4.Untuk menyediakan informasi penting yang dapat  digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.

 5.Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.

 6.Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.”  

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda menurut Suwardjono (2005) diantaranya adalah :

“1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.”

2.4.4
Metode dalam Pengungkapan Laporan Keuangan


Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, pengungkapan ini melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Tetapi terdapat beberapa metode yang berbeda-beda untuk pengungkapan ini, pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya.


Metode yang biasa dari pengungkapan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : bentuk dan susunan laporan yang formal, terminologi dan penyajian yang terinci, informasi selipan, catatan kaki, ikhtisar tambahan dan skedul, komentar setifikat auditor dan pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris.  


Pemilihan metode pengungkapan tergantung pada sifat informasi dan kepentingan relatifnya. Menurut  Eldon S. Hendriksen dan Michael F. Van Breda (2002: 449) metode-metode pengungkapan yang umum diklasifikasikan sebagai berikut :

“1. Bentuk dan susunan laporan formal

Bentuk dan susunan laporan keuangan dapat dirubah secara efektif untuk menampilkan jenis informasi tertentu yang tidak diungkapkan dalam laporan yang tradisional baik di neraca, laporan rugi  laba maupun dilaporan arus kas.

2.  Terminologi dan penyajian yang terinci

Judul deskripsi yang tepat untuk pos-pos dalam laporan keuangan akan menjadi penjelas bagi pembaca.

3.   Informasi Parentesis

Jika judul pos dalam laporan tidak cukup menjelaskan, diperlukan definisi tambahan berbentuk parentesis (dalam tanda kurung) setelah laporan tersebut.

4.   Catatan Kaki

Catatan kaki digunakan untuk menyampaikan data kuantitatif yang terinci yang tidak cukup signifikan untuk dicantumkan dalam tubuh laporan, tapi data ini disajikan dalam bentuk daftar pelengkap, antara lain :

a. Kebijakan akuntansi dan perubahan akuntansi.

b. Hak kreditor untuk didahulukan.

c. Aktiva kontijen dan kewajiban kontijen.

d. Pembatasan pada pembayaran deviden.

e. Hak-hak pemegang ekuitas.

f. Dan lain-lain.

5.   Laporan dan data pelengkap


Data keuangan diikhtisarkan dan disajikan dalam laporan secara ringkas dan untuk dapat lebih dimengerti oleh pembaca sebagian informasi yang terinci dan signifikan harus dikeluarkan dari laporan dan disajikan dalam daftar pelengkap. Daftar ini kadang dimasukan dalam catatan kaki dan kadang dalam satu bagian setelah laporan dan catatan kaki.

6.   Laporan Auditor


Laporan ini bertujuan mengungkapkan jenis-jenis informasi berikut:

a. Dampak materil dari penggunaan metode akuntansi yang berbeda dengan yang lazim.

b. Dampak materil dari perubahan satu metode ke metode akuntansi yang lazim lainnya.

c. Perbedaan pendapat antara auditor dan klien mengenai kelaziman suatu metode akuntansi yang digunakan dalam laporan.


7. 
Pembahasan dan analisis manajemen serta surat direktur utama



Hal-hal yang dapat diidentifikasi manajemen :

a. Hasil-hasil arbiter  yang disebabkan oleh konvensi pembagian operasi yang kontinyu menjadi periode-periode akuntansi yang tetap. 

b. Estimasi, pertimbangan, dan asumsi yang mereka gunakan dalam pelaporan keuangan.

c. Ketidakpastian yang disignifikan yang mendasari estimasi atau asumsi.”
2.4.5
Pengertian Regulasi Pengungkapan 

Semua regulasi diarahkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan oleh para pelaku pasar modal terutama dalam masalah pengungkapan. Pengungkapan meliputi statemen keuangan itu sendiri dan semua informasi pelengkap. Penyusun standar dan badan pengawas seperti SEC atau BAPEPAM mengeluarkan ketentuan tentang apa yang harus diungkapkan. SEC mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun dua laporan tahunan.


Seluruh tujuan dari Securities And Exchange (SEC), suatu lembaga pemerintah federal, adalah membantu menyediakan informasi yang dapat dipercaya bagi para investor dalam pembuatan keputusan investasi mereka.  Sedangkan FASB bertanggungjawab atas format pengungkapan itu. Advisory Committee on Corporate Disclousure menguraikan misi SEC sebagai berikut:

“ Fungsi Commission dalam sistem pengungkapan perseroan adalah untuk memastikan tersedianya bagi masyarakat dengan cara  yang efisien dan wajar dan secara tepat waktu, informasi yang andal  yang berorientasi pada perusahaan, yang material bagi pengambilan  keputusan investasi dan hak pilih perseroan.”  

Lembaga  SEC  baru mengakui GAAP secara formal setelah pembentukan FASB pada tahun 1972. Wewenang dan kekuasaan FASB diperkuat oleh SEC dalam ASR No. 150 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 1973 yaitu sebagai berikut : 

"For purposes of this policy, principles, standards, and practices promulgated by the FASB in its statements and interpretations will be considered by the Commission as having substantial authoritative support, and those contrary to such FASB promulgation will be considered to have no support." 


Menurut Eldon S. Hendriksen (2000) tentang regulasi pengungkapan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

“SEC mencapai tujuan-tujuannya terutama melalui Regulation S-X, Accounting Series Releases (ASR) dan Staff Accounting Bulletins (SAB). Regulation S-X yang mengatur  bentuk dan isi laporan keuangan, khususnya laporan tahunan yang dikenal dengan 10-K, yang diserahkan kepada SEC, dikeluarkan pada tahun 1940 pada saat GAAP masih relatif sedikit.”


Adapun jenis laporan-laporan dalam regulasi pengungkapan menurut  Ratna Mappayukki (2008:13) adalah sebagai berikut :

“1.  Formulir S-1 hingga S-16. Formulir-formulir ini harus dilengkapi dan didaftarkan pada SEC ketika sebuh perusahaan berencana untuk menerbitkan surat berharga baru pada masyarakat.

2. Formulir 8-K. Laporan ini diisi pada setiap akhir bulan saat terjadi peristiwa yang menimbulkan pengauh signifikan dan menarik perhatian investor publik.

3.  Formulir 10-K. Laporan ini wajib diisi setiap tahunnya, yaitu dalam waktu 90 hari setelah oenutup tahun fiscal.

4.  Formulir 10-Q. Laporan ini wajib diisi pada setiap 3 bulan sekali oleh perusahaan publik.” 

2.3.6
Persyaratan Security and Exchange Commision untuk formulir 10-K               

Undang-undang federal yang memerlukan sekuritas perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi secara berkesinambungan. Maka perusahaan publik harus menyerahkan laporan tahunan pada Formulir 10-K, laporan triwulanan pada Formulir 10-T, dan sekarang laporan Formulir 8-K untuk sejumlah aktivitas dan harus ditentukan sesuai dengan berbagai pengungkapan persyaratan lainnya. 


Persyaratan Security and Exchange Commision (SEC) untuk formulir 10-K atau biasa disebut Regulasi pengungkapan form 10-K menurut Eldon S. Hendriksen dan Michael. F. Van Breda (2002 : 438) adalah sebagai berikut :

“  Bagian I

1.
Deskripsi usaha.

2.
Daftar property.

3.
Laporan tentang setiap perkara pengalihan yang signifikan.

4.
Kepemilikan sekuritas sifat-sifat khusus.

Bagian II

5.
Pasar untuk saham terdaftar.

6.
Data keuangan pilihan.

7.
Pembahasan dan analisis manajemen tentang kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.

8.
Laporan dan data pelengkap.

9.
Direktur dan pejabat eksekutif.


         Bagian III

10.
Remunerasi dan transaksi manajemen.

Bagian IV

11.
Peraga, skedul laporan keuangan, dan laporan form-8K. 

Tanda tangan.

Informasi pelengkap.”

2.4.7
Elemen pengungkapan Laporan Keuangan


Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008: 222-232) elemen pengungkapan yang disusun Bapepam dan Tim lain di Indonesia, dan didukung kementrian BUMN, Ditjen pajak, Bapepam, Bank Indonesia, Jakarta Study Exchange, IAI ini adalah sebagai berikut :

“Kriteria Penjelasan

I.Umum

1. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.

2. Dicetak pada kertas berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.

3. Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, nama perusahaan dan tahun Annual Report ditampilkan di Sampul muka, samping, dan belakang setiap halaman.

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting

1. Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama lima tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari lima tahun.

2. Laporan tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam dua tahun buku terakhir (jika ada)

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Laporan dewan komisaris


 Memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenal pengelolaan perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbadingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan serta rekomendasi atau nasihat yang telah disampaikan Dewan Komisaris berkenaan dengan hal tersebut.

b. Penilaian atas penerapan  tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaaan termasuk rekomendasi atau nasihat yang telah disampaikan Dewan komisaris berkenaan dengan hal tersebut.

c. Laporan Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya. Dalam hal terdapat anggota Dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan wajib menjelaskan.

2. Laporan Direksi


Memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai perusahaan.

b. Penerapan tata kelola yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.

c. Laporan Direksi wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. Dalam hal terdapat anggota direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan wajib menjelaskan alasannya.

IV. Profil Perusahaan

1. Nama dan alamat perusahaan

2. Riwayat singkat perusahaan, mencakup antara lain, tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan (jika ada).

3. Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan

4. Struktur organisasi dalam bentuk bagan.

5. Nama,jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris.

6. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi.

V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan


1. Tinjauan operasi per segmen, memuat uraian mengenai produksi penjualan/ pendapatan usaha, profitabilitas, dan peningkatan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha.


2.Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.

3. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.

 Penjelasan tentang :

· Tujuan dari ikatan tersebut

· Sumber dana yang diharapkan utnuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut

· Mata uang yang menjadi denominasi

· Langkah-langkah yang direncancakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

4. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan atau beban lainnya, untuk dapat mengtahui hasil usaha perusahaan.

5. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha dimasa mendatang.

6. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

VI. Good Corporate Governance

1. Visi dan misi perusahaan

2. Uraian Dewan Komisaris

     Uraian memuat antara lain :

· Ruang lingkup pekerjaaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Komisaris. Termasuk komisaris Independen.

· Hubungan tugas antara Komisaris dan Komite Audit serta komite-komite lain yang ada.

· Frekwensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

· Program pelatihan untuk Dewan Komisaris

3. Uraian Direksi, 


Uraian tersebut memuat antara lain :

· Ruang lngkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi

· Frekwensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi

· Program pelatihan untuk direksi

4.Komite audit

      Mencakup antara lain :

· Nama jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit

· Independensi anggota Komite audit

· Uraian tugas dan tanggung jawab

· Frekwensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite audit

· Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite audit

5.Komite-komite yang dimiliki oleh perusahaan

      Mencakup antara lain:

· Nama jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain

· Independensi anggota Komite lain

· Uraian tugas dan tanggung jawab

· Frekwensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite lain

· Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite lain

6.Akses Informasi dan data perusahaan, uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada public.  Misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin, dan sebagainya

VII. Informasi Keuangan



1.Surat pernyataan Direksi  tentang tanggungjawab Direksi atas laporan keuangan, sesuai dengan peraturan Bapepam No.VIII. G.11 tentang tanggungjawab Direksi atas Laporan keuangan.



2. Opini  akuntan atas laporan keuangan, sesuai dengan SPAP-IAI



3.Deskripsi Auditor Independen di opini


     Deskripsi memuat tentang :

· Nama dan tanda tangan

· Tanggal laporan audit

· No.ijin KAP (jika ada)

4.Laporan keuangan yang lengkap,

   Memuat secara lengkap  unsur-unsur laporan keuangan  :

· Neraca

· Laporan laba rugi

· Laporan perubahan ekuitas

· Laporan arus kas

· Catatan atas laporan keuangan

5. Penyajian laporan arus  kas, 

   Memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Penggunaan metode langsung

b. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

c. Pengungkapan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

d. Pemisahan penyajian antara penerimaan  kas  dan atau pengeluaran kas kepada  pelanggan, karyawan, pemasok,  dan pembayar pajak selama tahun berjalan pada aktivitas operasi.

e. Penyajian penambahan dan pembayaran utang jangka panjang  serata dividen pada aktivitas pendanaan.

6. Ikhtisar kebijakan akuntansi

     Meliputi sekurang-kurangnya :

a. Konsep dasar penyajian laporan keuangan

b. Pengakuan pendapatan dan beban

c. Penilaian investasi

d. Penilaian dan metode penyusutan aktiva tetap

e. Dasar perhitungan laba per saham
2.4.8    Faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan


Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan adalah Biaya pinjaman(cost of debt), leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi saham public, ukuran perusahaan, status perusahaan, umur perusahaan, operating profit margin, dan return on equity. Factor-faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap pengungkapan laporan keuangan.

1. Biaya Pinjaman (Cost of Debt) terhadap Disclosure

Pengetian biaya pinjaman ( Cost Of Debt) menurut Renita Verdiyana (2006) adalah  :

“Tingkat pengembalian yang diberikan kepada investor. Biaya pinjaman merupakan proksi hutang yang dimiliki perusahaan pada saat itu. Semakin besar biaya pinjaman yang ditanggung oleh perusahaan, berarti perusahaan tersebut memiliki hutang yang besar pula. Adanya tuntutan dari investor tersebut mendorong perusahaan untuk mengungkap laporan keuangannya secara lebih luas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi biaya modal pinjaman maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan”.

Ainun dan Fuad (2000) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio hutang yang rendah. 

2. Leverage
Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva. Perusahaan dengan leverage yang tinggi menanggung biaya pengawasan yang tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menyediakan informasi secara lebih komprehensif.

3. Likuiditas 

Tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi. Kesehatan suatu perusahaan yang di verminkan dengan tingginya rasio likuiditas (diukur dengan current ratio) diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan. Hal ini didasarkan dari adanya pengharapan bahwa secara financial perusahaan yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi dari pada perusahaan yang lemah. Tetapi sebaliknya, jika likuidtas dipandang sebagai ukuran kinerja, perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja dibanding perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang tinggi.

4. Tingkat profitabilitas

Tingkat profitabilitas, rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen.

5.Saham Publik

Adanya perbedaaan dalam proporsi yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan. Hal ini karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail. 

6.Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang dinyatakan dengan market capitalized diharapkan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya produksi informasi yang lebih tinggi disbanding dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Alasan lainya adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya produksi yang lebih rendah yang berkaitan denganpengungkapan mereka atau biaya competitive disadvantage yang rendah pula.

7. Umur Perusahaan

Umur perusahaan  memiliki hubungan positif dengan pengungkapan laporan keuangan. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan mngetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan.

8. Status Perusahaan, 

Susanto (1992) dalam Suripto (1998) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk kemungkinan perusahaan yang berstatus asing memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan domestic. Pertama, perusahaan dengan penanam modal asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, perusahaan berstatus asing mungkin mempunyai system informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Terakhir, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berstatus asing dari pelangggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. 

9. Operating Profit Margin (OPM)
Yaitu Informasi laba didalam laporan laba-rugi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada public tentang kegiatan utama perusahaan. Informsai ini dianggap penting untuk diungkapkan kepada pengguna laporan keuangan adalah sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan utama perusahaan dengan perusahaan lain dalam industry yang sama. Perusahaan dengan laba positif cenderung untuk mengungkapkan informasi secara luas dan sebaliknya.

10. Net Profit Margin (NPM)

Salah satu fungsi laba bersih adalah untuk meramalkan penghasilan jangka panjang, mengevaluasi resiko investasi. Informasi ini dianggap penting diungkapkan kepada public sebagai dasar untuk meramalkan linerja masa yang akan datang, menarik investor, serta untuk mengukur harga saham di pasar modal. Harga saham tersebut adalah informasi yang penting yang dibutuhkan investor sebagai dasar penilaian atas perusahaan. Dimana perusahaan yang ingin mensejahterakan investor cenderug mengungkapkan informasi NPM secara luas dalam laporan keuangan.

11. Return On Equity (ROE) 

Menurut Sabardi, (1993) rasio ini menunjukan “earning power” dari investasi nilai buku para pemegang saham dan frekuensi penggunaan dalam membandingkan beberapa perusahaan dalam industri yang sejenis. ROE yang tinggi menunjukan penerimaan perusahaan akan kesempatan investasi yang sangat baik dan manajemen biaya yang sangat efektif.  Apabila perusahaan telah memilih untuk melaksanakan tingkat utang yang itnggi dari standar industri, maka ROE yang tinggi merupakan hasil dari asumsi yang berlebihan dari risiko finansial.

2.5 
Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate  Governance   terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan





Prinsip Good Corporate  Governance  yang diterapkan secara berkelanjutan  akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri, khususnya tentang pemberian informasi material.  Menurut    Indra Surya (2006:102) ada korelasi antara prinsip  Good Corporate  Governance  terhadap pengungkapan laporan keuangan,  sesuai  pernyataannya  sebagai berikut :

Prinsip keterbukaan (transparency) memiliki korelasi yang kuat dengan pemberian informasi material yang harus segera dilaporkan kepada masyarakat”


Masih menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:75)  yang menyatakan bahwa bahwa :



“ Transparansi tidak hanya mengenai laporan keuangan, yang sudah  merupakan hal yang biasa, melainkan juga termasuk informasi mengenai manajemen perusahaan dan berbagai transaksi bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut selama ini.”


Beberapa pernyataan ilmiah lainnya  adalah yang dinyatakan oleh Beasly et al (1996)  tentang  pengaruh penerapan prinsip Good Corporate  Governance   terhadap pengungkapan laporan keuangan yakni sebagai berikut :


“ Secara singkat, ada empat komponen utama  yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan”  
Thomas S. Kaihatu (2006) menyatakan adanya hubungan penerapan prinsip Good Corporate Governance terhadap pengungkapan laporan keuangan sebagaimana pernyataanya sebagai berikut :

Pernyataan ilmiah lainnya mengambil kesimpulan penelitian), bahwa : 

“Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.”
Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:70) menyatakan bahwa hubungan penerapan prinsip good corporate governance terhadap pengungkapan laporan keuangan sebagaimana pernyatannya sebagai berikut :

“ Kelak penerapan prinsip Good Corporate governance tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pemegang saham yang sudah ada dalam suatu perusahaan, melainkan turut meliput kepentingan para calon  invrstor. Dengan kata lai, implementasi prisip good corporate governance  akan memerhatikan kepentingan dari para calon  investor   dengan member akses material yang cukup baik dari suatu perusahaan, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut”.


Penelitian Khomsiyah (2009) yaitu Analisis hubungan struktur dan Indeks Corporate  Governance   bagi  masyarakat pelaku pasar modal,  investor, kreditor, dan stakeholders lainnya menunjukan bahwa perusahaan indeks Corporate  Governance   yang tinggi cenderung memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik. Penentuan indeks Corporate  Governance yang telah dilakukan lembaga terpercaya bisa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas pengungkapan laporan keuangan yang baik. Artinya, perusahaan dengan  indeks yang tinggi akan memberikan informasi yang baik kepada para pemakainya.
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